
  
 
 
 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR  25  TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2014 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI POLEWALI MANDAR, 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu 
membentuk Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286); 



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia    Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421);  

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi 
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor1); 

20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali 
Mandar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kebupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 
Nomor 18 ); 

 

 



21. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 46) sebagaimana telah diubah 

beberapakali kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2014 Nomor 21);   

22. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 188.4/639/SULBAR/IX/2015 tanggal 10 September 2015 

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan 

Bupati Polewali Mandar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014; 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

 
Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri dari : 
 

1. Pendapatan 
      

a. Pendapatan Asli Daerah  .....................................................................  Rp.    96.599.288.473,99 

b. Dana Perimbangan/Transfer  ..............................................................  Rp.  840.008.862.500,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah  ..........................................................  Rp.    14.898.676.350,00 

Jumlah Pendapatan  ......................................................................  Rp.  951.506.827.323,99 

 

 

 

 



2. Belanja 

1. Belanja Pegawai  ..................................................................................  Rp.   501.025.380.644,00 

2. Belanja Barang dan Jasa  ....................................................................  Rp.   195.530.534.302,91 

3. Belanja Bunga  ....................................................................................  Rp.            56.416.006,00 

4. Belanja Subsidi  ..................................................................................  Rp.                          00,00 

5. Belanja Hibah  .....................................................................................  Rp.     22.994.861.000,00 

6. Belanja Bantuan Sosial  ......................................................................  Rp.          316.300.000,00 

7. Belanja Bagi Hasil/Transfer  ...............................................................  Rp.          253.491.800,00      

8. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa .........................  Rp.     37.493.241.146,00 

9. Belanja tidak Terduga  ........................................................................  Rp.                          00,00 

10. Belanja Modal ................................................................................. ...  Rp.   140.129.972.402,00  

Jumlah Belanja dan Transfer  ...........................................................  Rp.   897.800.197.300,91 

Surplus/(Defisit) ............................................................................  Rp.     53.706.630.023,08 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan ...........................................................................................  Rp.       1.642.765.388,97 

b. Pengeluaran ..........................................................................................  Rp.          305.627.842,00 

Jumlah Pembiayaan Netto ...............................................................  Rp.       1.337.137.546,97 

    Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan    Rp.    55.043.767.570,05 

Pasal 2 

  Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 

Lampiran-Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
 



Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

 
 

Ditetapkan di Polewali 
pada tanggal 17 September 2015 

 
BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 

 
 

 
                      ANDI IBRAHIM MASDAR 

 
Diundangkan di Polewali   
pada tanggal 18 September 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 

  
 

 
ISMAIL, AM 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 25 


